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Abstract

One of the issues highlighted in the bureaucratic system in Indonesia is related to well-being . A low
level of well-being , often used as an excuse , why bureaucratic corruption, slower, less professional.
Structuring the system of earning additional revenue needed for government employees , both at
central and local levels, are in the same pattern so as to reduce the occurrence of significant
differences between institutions and regions. It will also affect the diversity ( diversity ) and
disparity ( difference ) income is too high . formulation of any civil servant payroll system should be
based on consideration of adequate basic needs . In addition , other conditions of any employee (
PNS ) also need to be considered . The values contained in a payroll system , particularly in the
public sector , is not only meant to formulate a system that is fair and proportionate compared to the
duties and responsibilities alone, but also to consider matters related to diversity as part of the
income of civil servants social environment . It means that the environmental conditions concerning
purchasing power and level of expensiveness , and incentive systems that exist in areas where civil
servants are , should be part of the considerations in determining the formula the payroll system .
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A. PENDAHULUAN

Artikel mengenai paradigma baru
system  kesejahteraan pegawai ini
disarikan dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh Tim Peneliti dari Bidang
Kajian Manajemen Pelayanan dan
Otomasi  Administrasi  (KMKPOA)
PKP2A I LAN, kemudian dikembangkan
melalui proses analisis deskriptif dengan
menggunakan beberapa metode.
Metode yang digunakan dalam kajian ini
bersifat campuran antara metode survey
dan grounded. Metode survey
dilakukan kepada beberapa responden
yang dipilih, baik kepada PNS aktif
maupun pensiunan. Sedangkan, metode
grounded digunakan untuk
mengembangkan dan menggali hasil-
hasil temuan dalam penelitian untuk

kemudian dibangun dan dirumuskan
menjadi suatu model/formula baru.

Penelitian ini tidak diarahkan pada
upaya mencari solusi untuk mengatasi
masalah KKN di lingkungan birokrasi,
melainkan lebih diarahkan pada upaya
penggalian mengenai pola atau sistem
yang dipandang  efektif  untuk
meningkatkan  kesejahteraan = PNS.
Masalah KKN adalah merupakan salah
satu epsilon yang diharapkan akan
terdampak  dari  adanya  sistem
kesejahteraan yang efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mencari dan menggali
mengenai hal-hal yang terkait dengan
sistem  kesejahteraan PNS  yang
mencakup:

1. Bagaimanakah struktur gaji yang

efektif, proporsional, dan
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berkeadilan yang dapat
digunakan dalam sistem
kesejahteraan PNS baik di
tingkat Pusat maupun daerah?

2. Bagaimanakah formula struktur
gaji dan sistem kesejahteraan
PNS yang efektif dan faktor-
faktor apa saja yang menjadi
pendukungnya?

3. Implikasi apa yang diperlukan
untuk  menerapkan formula
dalam struktur gaji dan sistem
kesejahteraan tersebut?

4. Apa saja yang  menjadi
kelemahan dan kelebihannya
dari formula tersebut?

Hasil penelitian ini diharapkan akan
memberikan sumbangan  pemikiran
kepada pemerintah dalam rangka
pengelolaan dan pembentukkan sistem
kesejahteraan dan sistem penggajian
yang dapat menjadi pendorong untuk
menciptakan kesejahteraan PNS secara
proporsional, berkeadilan, efektif dan
efisien.

Jumlah responden survey di 12 lokus
penelitian ini berjumlah 382 orang yang
terbagi berdasarkan jenis kelamin Laki-
laki sebanyak 62% dan Perempuan 38%.
Kemudian, karakteristik responden
dilihat berdasarkan kelompok usia dan
tingkat pendidikan, terdiri  dari:
kelompok usia < 36 tahun sebanyak
29.41%, usia pada rentang 36 - 45 tahun
sebanyak  26.13%, dan kelompok
responden pada rentang usia 46 - 55
tahun sebanyak 44.03%. Sedangkan,
berdasarkan tingkat pendidikannya,
karakteristik responden meliputi:
Responden dengan tingkat pendidikan
SLTA atau sederajat sebanyak 20.21%,
tingkat pendidikan Sarjana (Strata-1)
sebanyak 54.42%, tingkat pendidikan
Pascasarjana (Strata-2) sebanyak 21.46%,
dan berpendidikan Doktor (Strata-3)
sebanyak 0.94%.

Memperhatikan karakteristik
responden berdasarkan kelompok usia
dan tingkat pendidikan tersebut, maka
diharapkan akurasi informasi yang
diberikan akan menggambarkan kondisi
obyektif di masing-masing lokus kajian.
Dominannya kelompok usia 46 - 55
tahun dengan jumlah 44% dari
responden, hal ini menggambarkan
tingkat kematangan dan pengalaman
responden  yang  cukup  besar.
Kemudian, dengan dominannya tingkat
pendidikan yang berada pada tingkat
sarjana sebanyak 54.42%, dan didukung
dengan kelompok pendidikan yang lebih
tinggi, akan memberikan kualitas
informasi yang baik. Sehingga, hal ini
sangat mendukung tim untuk membahas
kajian ini secara lebih baik pula.

B. PERMASALAHAN UMUM
BIROKRASI DI INDONESIA

Di tengah derasnya arus perubahan
(reformasi) di Indonesia, tuntutan
terhadap  profesionalisme  aparatur
pemerintah juga semakin kuat. Dalam
merespons situasi seperti itu, pemerintah
Indonesia terus  berupaya
mengembangkan  berbagai  langkah
perbaikan, yang secara khusus tertuang
dalam suatu program, yaitu: Reformasi
Birokrasi.

Reformasi birokrasi pada dasarnya
adalah merupakan suatu upaya untuk
melakukan perubahan dalam
lingkungan birokrasi melalui langkah-
langkah penataan kembali terhadap
kondisi birokrasi, baik dalam aspek
kelembagaan,  sumber  daya  manusia,
maupun ketatalaksanaannya. Perbaikan
dalam ketiga aspek ini, dapat dikatakan
sebagai titikk sentral bagi upaya
perubahan yang memiliki pengaruh kuat
terhadap kondisi birokrasi saat ini.
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Permasalahan birokrasi di Indonesia
memang sangat kompleks. Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seolah
sudah menjadi stigma yang melekat
dalam  kaitannya dengan  perilaku
birokrasi. Sementara pada aspek fungsi
pelayanan, birokrasi dianggap lambat,
berbelit-belit, dan tidak transparan
dalam pelaksanaannya. Sedangkan,
dalam masalah perilaku sumber daya
manusianya, birokrasi dianggap tidak
professional, arogan, dan feodalistik.

Ketika dipandang lemah dan
“buruk”dalam satu sisi, maka pada sisi
lain, diakui bahwa peran dan fungsi
birokrasi sangat strategis mengenai
keberadaannya dalam suatu Negara.
Sehingga dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan suatu
Negara, birokrasi adalah merupakan
salah satu pilarnya yang tidak dapat
digantikan. Artinya, bahwa
keberadaannya memang sangat
diperlukan. Bahkan dapat dikatakan
bahwa, “Selama Negara Ada, Maka Selama
Itu Pulalah Birokrasi Ada”. Dengan kata
lain, dapat dinyatakan bahwa birokrasi
dengan Negara, ibarat “dua sisi dalam
satu mata uang”, satu sama lain tidak
dapat dipisahkan, melainkan saling
melengkapi, saling mendukung, dan
saling ketergantungan (interdependensi).

Peran strategis yang  dimiliki
birokrasi memang sangat kuat. Karena,
berjalan tidaknya suatu Negara, pada
dasarnya tergantung kepada berjalan
tidaknya fungsi birokrasi. Peran
birokrasi akan sangat menentukan bagi
berjalannya fungsi dan peran pilar
lainnya dalam keberadaan suatu Negara.
Oleh karena itulah, maka di samping
stigma “negative” yang dilekatkan
kepada birokrasi, terdapat pula harapan
dan tuntutan yang sangat kuat agar
birokrasi dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan lebih baik. Rendahnya

kualitas pelayanan public, merupakan
salah satu indicator yang sangat kental
dengan kondisi kinerja birokrasi. Untuk
itulah, maka tuntutan agar birokrasi
bekerja secara lebih professional juga
menjadi isu yang semakin kuat dalam
situasi dan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan Negara di Indonesia saat
1mni.

Memang  permasalahan  dalam
birokrasi ini banyak terjadi pula di
Negara-negara lainnya. Namun seiring
dengan perkembangan dan langkah-
langkah penataan yang dilakukannya,
maka di Negara-negara yang relative
lebih  maju, permasalahan birokrasi
sudah dapat diminimalisir.

Memperhatikan kondisi birokrasi di
Indonesia, permasalahan yang muncul,
dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga)
aspek, yaitu:

© 1. Permasalahan yang muncul
dalam model dan system
kelembagaannya;

2. Permasalahan yang terkait
dengan masalah Manajemen
(pengelolaannya);

3. Permasalahan vyang terkait
dengan perilaku sumber daya
manusianya.  Dalam hal ini,
termasuk masalah mind set dan
kultur (budaya) yang
mempengaruhinya.

Ketiga aspek yang menjadi sumber
permasalahan dalam birokrasi tersebut,
satu sama lain saling terkait dan saling
memengaruhi. Kondisi yang terjadi
dalam satu aspek, akan mempengaruhi
kondisi pada aspek lainnya. Pandangan
ini disebabkan karena pada tinjauan
konsep ini, birokrasi dipandang sebagai
suatu system, di mana terdapat unsur-
unsur di dalamnya, baik dilihat dari sisi
tataran birokrasi sebagai system organisasi,
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maupun dari sisi bahasan birokrasi sebagai
tipe organisasi.

Dari aspek model dan  system
kelembagaan, organisasi birokrasi dapat
ditelaah berdasarkan struktur
kelembagaan, kewenangan dan
hirarkhinya, jalur koordinasinya, serta
mekanisme dan prosedur kerjanya.
Dalam aspek manajemen (pengelolaan),
birokrasi menyangkut hal-hal yang
terkait dengan system-sistem teknis yang
menjadi landasan bagi operasionalisasi
organisasi, seperti: system Kkarier (Pola
karier), =~ manajemen kepegawaian,
administrasi ~ keuangan, manajemen
asset, system anggaran, dan sebagainya.
Sedangkan, dari aspek perilaku sumber
daya manusia mencakup hal-hal yang
terkait dengan masalah sikap dan
perilaku yang ditunjukkan oleh para
pegawai dalam interaksi organisasi, baik
dalam konteks interaksi social oganisasi
maupun interaksi dalam pekerjaannya
(dengan tugas dan fungsi). Dalam hal
ini akan tercakup masalah komitmen
kerja, tanggung jawab, disiplin, sikap
dan etika kerja, budaya kerja, dan
sebagainya.

Berkenaan dengan masalah perilaku
sumber daya manusia dalam organisasi
birokrasi, banyak factor yang dapat
memengaruhinya selain dari ketiga
aspek di atas. Salah satu yang menjadi
sorotan isu dalam system birokrasi di
Indonesia adalah menyangkut
kesejahteraan.  Tingkat kesejahteraan
yang rendah, seringkali dijadikan
sebagai alasan, mengapa birokrasi KKN,
lambat, kurang professional, dan
sebagainya.

C. FENOMENA KESEJAHTERAAN
PNS

Masalah rendahnya kesejahteraan
PNS, memang merupakan fakta yang tak

dapat dipungkiri. Akan tetapi, masalah-
masalah yang muncul dalam birokrasi,
juga adalah merupakan suatu fakta yang
tidak bisa dijadikan  pembenaran
(justifikasi) hanya karena rendahnya
kesejahteraan. Faktor-faktor lain
sebagaimana diungkapkan di atas,
seperti: mental, mindset, budaya dan
perilaku  yang  “tidak = normal”,
sebenarnya menjadi factor utama untuk
terjadinya permasalahan dalam birokrasi
tersebut.

Penelitian tentang sistem
kesejahteraan pegawai sudah banyak
dilakukan, = baik  oleh  kalangan
akademisi, praktisi, maupun kalangan
birokrasi itu sendiri. Pada lingkungan
birokrasi, Lembaga Administrasi Negara
(LAN) merupakan salah satu instansi
yang pernah  mengkaji  masalah
kesejahteraan PNS ini. Penelitian yang
pernah dilakukan oleh Pusat Kajian dan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LAN (PKP2A 1 LAN), antara lain
dilakukan dengan memilih lokus pada
dua belas instansi di tingkat pusat dan
daerah.

Dari hasil penelitiannya, diketahui
bahwa dari dua belas instansi yang
menjadi lokus penelitian, tiga di
antaranya yaitu: Kementerian Keuangan,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, telah berupaya memberikan
kesejahteraan  kepada pegawai di
lingkungannya masing-masing dengan
memberikan tunjangan kinerja atau yang
lazim  disebut dengan Tunjangan
Perbaikan Penghasilan (TPP) atau
Tunjangan Kinerja Daerah/TKD (Riyadi
etal, 2012 : 194). Hal ini menunjukkan
bahwa masalah rendahnya kesejahteraan
PNS telah disadari oleh pemerintah
secara umum, baik di tingkat pusat
maupun daerah. Namun dalam
penanganannya seringkali parsial dan
tidak terintegrasi oleh pemerintah
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sebagai kebijakan nasional, melainkan
masih  merupakan kebijakan yang
dilakukan oleh masing-masing instansi
sehingga hal ini menjadi salah satu
penyebab mengapa kesejahteraan antara
aparatu pemerintah saja sangat berbeda
bahkan cenderung memiliki
ketimpangan yang tinggi, karena tidak
semua instansi mampu memberikan
tambahan  kesejahteraannya kepada
pegawai.

Sementara itu, dasar pemberian
tunjangan kinerja yang diberikan kepada
tiga instansi sebagaimana dimaksud di
atas, masing-masing adalah Kepmenkeu
No. 289/KMK.01/2007 dan Peraturan
Gubernur (Pergub) Jabar No119/2009
tentang Pedoman Pengukuran Kinerja
dalam Pemberian Tunjangan Tambahan
Penghasilan (TPP) bagi PNS dan Calon
PNS serta Peraturan Gubernur DKI
Nomor 215 tahun 2009 tentang
Tunjangan Kinerja Daerah (ibid, 2012 :
194).

Penanganan masalah kesejahteraan
PNS secara parsial ini, sebenarnya tidak
efektif dan tidak mengatasi masalah
secara keseluruhan. Justeru dalam
prakteknya, kebijakan seperti ini dapat
menimbulkan perilaku birokrasi yang
tidak baik, karena secara nyata akan
terjadi kesenjangan Kkesejahteraan di
antara birokrasi itu sendiri. Lebih tidak
kondusif lagi, ketika kebijakan untuk
dapat memberikan kesejahteraan yang
pada umumnya disikapi dengan
pemberian fasilitas dan tunjangan
tambahan, diberikan kepada pemerintah
daerah dengan memanfaatkan sumber
APBD-nya. Sehingga dengan demikian,
para aparatur pemerintahan di daerah
akan mendapatkan sumber
kesejahteraan dari dua sumber, yaitu:
APBN untuk gaji yang terstandarkan
secara nasional, dan APBD yang masing-
masing memiliki keleluasaan untuk
menetapkannya.

Di sisi lain, kebijakan pemberian
tunjangan tambahan ini, “tidak” dapat
diberikan kepada instansi pemerintah di
tingkat pusat, dan karenanya, secara
normatif mereka hanya mengikuti
kebijakan  nasional = yang  sudah
distandarkan. Sehingga secara normatif
pula,  sumber kesejahteraannya pun
sudah distandarkan. Namun pada
kenyataannya, beberapa instansi pusat
pun dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawainya dengan
kebijakan tersendiri, baik yang bersifat
terbuka maupun yang “tersembunyi”.
Kondisi seperti inilah yang pada
akhirnya menjadi salah satu pemicu
praktek  korupsi dan kolusi di
lingkungan birokrasi.

Sebagaimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa 9 (Sembilan)
instansi lainnya yang dijadikan lokus
penelitian, tidak secara khusus memiliki
kebijjakan  yang  terkait  dengan
pemberian tambahan penghasilan bagi
setiap pegawainya. Meskipun dalam hal
ini, tidak berarti bahwa pada kesembilan
instansi tersebut tidak ada tambahan
penghasilan selain gaji yang standar. Di
setiap  instansi, pada umumnya
diberikan  insentif  lainnya  yang
didasarkan atas kebijakan instansi
terkait. Namun hal ini cenderung tidak
memiliki dasar hukum yang kuat,
khususnya bagi instansi di tingkat Pusat.
Sementara di tingkat Daerah, secara
umum, banyak pula yang telah
memberikannya dengan keputusan dari
masing-masing  Kepala  Daerahnya,
karena  secara  formal hal ini
dimungkinkan sebagaimana tertuang
dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kemudian dalam
PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah, dan kebijakan
turunannya yang dikeluarkan oleh
Kemendagri antara lain  seperti:
Permendagri Nomor 13 tahun 2006
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, dan Permendagri Nomor 37
Tahun 2012  tentang  Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Penataan sistem pemberian
tunjangan atau pendapatan lain yang sah
secara hukum masih perlu ditata lebih
lanjut. Hal ini tentunya untuk
menghindari terjadinya kesalahan yang
dapat mengakibatkan implikasi hukum
kepada pengambil kebijakan. Di sisi
lain, penataan sistem  pemberian
tambahan penghasilan ini diperlukan
agar pendapatan pegawai pemerintah,
baik pada tingkat pusat maupun daerah,
berada pada pola yang sama sehingga
dapat mengurangi terjadinya perbedaan
yang mencolok antar instansi dan
daerah. Hal ini juga akan memengaruhi
terhadap diversitas (keragaman) dan
disparitas (perbedaan) pendapatan yang
terlalu tinggi.

Kesejahteraan PNS Sebuah Paradoks

Masalah kesejahteraan PNS selama
ini memang telah menjadi sorotan yang
penuh dengan paradokisme. Pada satu
sisi, pendapatan PNS dipandang masih
relative kecil, dan tuntutan terhadap
peningkatan kualitas tugas sebagai
pelayan  public, sangat kencang.
Sementara pada sisi lain, banyak PNS
yang mampu hidup secara “berlebihan”
dibandingkan dengan tingkat
pendapatannya yang formal, sedangkan,
kualitas  pelayanan  public  masih
dipandang rendah. Kondisi inilah yang
seringkali menimbulkan “prasangka”
terhadap adanya pendapatan di luar gaji
formal yang notabene “dicurigai”
sebagai hasil dari perbuatan tidak baik,
yaitu Korupsi dan Kolusi. Meskipun
tentunya hal ini tidak sepenuhnya benar,
namun  juga memang banyak
“ketidakjelasan” dalam pola hidup PNS
yang berlebih tersebut.

Kesejahteraan dan Korupsi Birokrasi

Kesejahteraan memang bukan satu-
satunya penyebab terjadinya KKN di
lingkungan  birokrasi pemerintah.
Banyak factor yang dapat memengaruhi,
mengapa Dbirokrasi korupsi.  Faktor
lingkungan internal organisasi dengan
budaya kerja yang longgar dan
minimnya pembinaan mental, dapat
menjadi salah satu penyebab lainnya. Di
samping sistem pengawasan yang
lemah, dan budaya feodalisme yang
masih kental, serta system kerja yang
belum memiliki pola yang tegas.

Pada sisi lain, faktor lingkungan
eksternal di mana kondisi masyarakat
yang juga cenderung memberikan
“ruang” terhadap perilaku KKN di
Birokrasi, merupakan masalah lain yang
tidak kecil kontribusinya. Masyarakal
Indonesia,  seringkali  tidak  konsisten
terhadap hal-hal yang terkait dengan aturan,
kebijakan,  atau  norma-norma  yang
dibangun. Masyarakat  seringkali
memberikan peluang KKN kepada birokrasi,
atau bahkan terlibat dalam proses KKN, baik
yang dilakukan dengan sadar maupun tanpa
sadar (tidak talu).

Kondisi yang terkait dengan
masalah KKN di birokrasi ini, memang
sangat rumit dan kompleks. Tindakan
yang dilakukan sekarang ini cenderung
masih belum efektif. Adanya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata
tidak terlalu signifikan untuk mencegah
terjadinya korupsi. Karena KPK sendiri
lebili  gencar pada proses penindakan
dibanding  pencegahannya. Program-
program pencegahan yang dibangun,
tampaknya masih belum efektif, karena
belum menyentuh akar permasalahan
sebenarnya dari permasalahan korupsi
ini.  Pencegahan hanya dilakukan pada
lingkungan birokrasi, sementara masyarakat
kurang diperhatikan dalam upaya untuk
mencegah perilaku korupsi.
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Di bebarapa daerah dan juga instansi
pemerintah lainnya, korupsi juga justru
banyak dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat, termasuk
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang justru sering menggembar-
gemborkan anti korupsi. Berkeliarannya
wartawan yang tidak jelas yang dapat
berganti rupa menjadi LSM, antara lain,
merupakan salah satu fenomena yang
turut mendorong terjadinya KKN di
lingkungan Birokrasi.  Kelompok ini
seringkali “berkolaborasi” dengan aparat
hukum dengan modus memposisikan
mereka sebagai pelapor, yang pada
akhirnya seringkali terjadi “pemerasan”
terhadap birokrasi, khsususnya yang
menangani “proyek-proyek” di
Instansinya.

Uraian di atas hanya merupakan
suatu fenomena, di mana masalah
kesejahteraan PNS bukanlah satu-
satunya penyebab terjadinya KKN di
lingkungan Birokrasi. Namun demikian,
masalah kesejahteraan tetap merupakan
hal yang sangat penting untuk dikelola
dengan baik dalam suatu sistem yang
baik pula. Dalam hal ini adalah sistem
yang mampu memberikan dorongan dan
motivasi kepada pegawai untuk dapat
bekerja dengan maksimal dalam
kenyamanan dan keamanan kerja yang
terjamin  dari  pengaruh-pengaruh
“virus” yang dapat mendorongnya
untuk berperilaku KKN.

D. KONSEPSI KESEJAHTERAAN
PEGAWAI

Apa sebenarnya yang dimaksud
dengan kesejahteraan bagi pegawai? Adi
(2004:42)  mengungkapkan  bahwa,
“kesejahteraan ~ mencakup  berbagai
tindakan yang dilakukan manusia untuk
mencapai taraf hidup yang lebih baik, yaitu
tidak hanya diukur secara ekonomis dan
fisik semata, akan tetapi juga aspek
sosial, mental, dan segi kehidupan

spiritual”. Sedangkan, Wursanto
(1985:165)  mengemukakan  bahwa
“kesejahteraan  merupakan  pemberian

penghasilan dalam bentuk materi dan non
materi yang diberikan oleh perusahaan atau
instansi pemberi kerja kepada pegawainya
selama masa pengabdian maupun setelah
selesai masa tugasnya” (lihat dalam Riyadi
etal, 2012:12). Pemberian kesejahteraan
ini dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan materi dan non materi
pegawainya. Sejalan dengan Wursanto,
Hasibuan (2002:185) menyatakan bahwa,
“kesejahteraan pegawai atau dapat pula
disebut sebagai kompensasi pelengkap
(indirect compentation/welfare
employee/fringe benefit) merupakan balas
jasa pelengkap dalam bentuk material dan
non material yang diberikan oleh pihak
pemberi kerja kepada pegawainya
berdasarkan kebijaksanaan”.

Definisi-definisi di atas, secara
umum memiliki kesamaan persepsi,
yaitu bahwa kesejahteraan “pegawai”,
pada dasarnya mencakup dua hal, baik
bentuk maupun tujuannya. Bentuk
kesejahteraan, bisa dalam bentuk materil
(fisik) maupun non materil
(psikis/spiritual). Sedangkan tujuannya
adalah adanya suatu perubahan yang
lebih baik, baik secara fisik maupun non
fisik. Baik dari aspek bentuk maupun
tujuannya, kesejahteraan senantiasa
menjadi suatu hal yang ingin diraih oleh
setiap pegawai dalam menjalani proses
kehidupannya yang terintegrasikan
dalam pola interaksi antara individu
dengan organisasinya. Artinya bahwa
setiap individu pegawai melaksanakan
tugas dan pekerjaan dalam
organisasinya pada hakikatnya
dimaksudkan untuk dapat memperoleh
kesejahteraan yang dapat diwujudkan
dalam bentuk situasi dan kondisi yang
makmur, aman dan tentram.
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Sedangkan,  Siagian  (2003:281)
menyebutkan bahwa, “kesejahteraan
yang diberikan kepada karyawan
bertujuan untuk mendorong
produktifitas serta ketenangan bekerja.
Perusahaan atau instansi pemberi kerja
memberikan jasa-jasa tertentu berupa
pembayaran di luar upah dan gaji serta
berbagai manfaat sampingan. Jasa-jasa
yang diberikan tersebut antara lain:
bantuan pendidikan, bantuan keuangan dan
bantuan social” (Riyadi et.al, 2012:9).

Faktor yang
Kesejahteraan Pegawai

Sistem pemberian kesejahteraan
kepada pegawai (terutama sistem
pemberian upah), menurut Pramudi
(2007), perlu memperhatikan tiga faktor.
Pertama, Kebutuhan Fisik Minimum
(KFM). Menurut Badan Pusat Statisik,
KFM adalah kebutuhan minimum
selama sebulan dari seorang pekerja
yang diukur menurut jumlah kalori,
protein, vitamin, dan bahan mineral
lainnya yang diperlukan sesuai dengan
tingkat kebutuhan minimum seorang
pekerja dan syarat-syarat kesehatan.
Kebutuhan fisik minimum tidak hanya
mengacu kepada fisik pegawai, akan
tetapi menyertakan keluarga yang
menjadi tanggungan pegawai yang
bersangkutan. Oleh karena itu, dalam
mempertimbangkan upah minimum
(gaji pokok) pegawai, dikenal tiga jenis
penggolongan pegawai yaitu sebagai
berikut.

mempengaruhi

Gambar 1

Penggolongan Pegawai

*Lajang (tidak menikah)

*Menikah + 1 Istri + 1 Anak (K1)

sMenikah+ 1 Istri + 2 Anak (K2)

Sumber: Pramudi, 2007

Gaji pokok yang diterima pegawai
yang belum/tidak menikah berbeda
dengan gaji pokok yang diterima oleh
pegawai yang telah menikah. Hal ini
dikarenakan beban tanggungan yang
dirasakan oleh pegawai yang telah
menikah akan menjadi dua orang
dibandingkan dengan beban tanggungan
apabila pegawai tersebut belum/tidak
menikah. Demikian pula pegawai yang
telah memiliki anak, jumlah tanggungan
pegawai yang memiliki anak akan
menjadi lebih besar,

Kedua, Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM). KHM  bertuyjuan  untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja
sehingga mampu mendorong
perkembangan dunia usaha. Salah satu
yang menjadi bagian penting dalam
sistem pengupahan ini adalah dengan
dibuatnya standar pengupahan minimal
yang disesuaikan dengan kondisi daerah
tempatnya bekerja, atau dikenal dengan
istilah Upah Minimum Regional (UMR).
Penetapan UMR ini dibuat oleh Dewan
Pengupahan yang terdiri dari pihak
birokrasi, akademisi, serikat pekerja,
serta dari pihak pengusaha. Dalam
penetapan upah minimum, dilakukan
pertimbangan  untuk = mengurangi
kesenjangan upah terendah dan upah
tertinggi serta meningkatkan
penghasilan pekerja pada tingkat yang
paling bawah.
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Ketiga, Kebutuhan Hidup Layak
(KHL). Menurut Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17
Tahun 2005, KHL adalah standar
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
seorang pekerja lajang untuk dapat
hidup layak, baik secara fisik, non fisik
dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu)
bulan.  Standar kebutuhan tersebut
disusun oleh Dewan Pengupahan
berdasarkan hasil survey harga yang
dilakukan oleh Tim dengan
menggunakan pedoman yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pedoman yang
dilihat dari  proses survey ini
berdasarkan pertimbangan kebutuhan
hidup layak v untuk pekerja lajang
dalam sebulan dengan asupan 3000 Kilo
Kalori per hari. Standar KHL terdiri dari
beberapa komponen yaitu:

Pangan: Makanan & Minuman;
Sandang;

Papan/Perumahan;
Pendidikan;

Kesehatan;

Transportasi;

Rekreasi dan;

Tabungan.

00 NG G e G b

Berdasarkan teori dan konsep
kesejahteraan sebagaimana diuraikan di
atas, maka dalam tulisan ini
pembahasan mengenai kesejahteraan
PNS akan dibahas dengan berangkat
dari dimensi sebagai berikut:

1. Persepsi Kemampuan PNS dalam
memanfaatkan penghasilan standar
(gaji Pokok dan Tunjangannya),
yang akan dilihat bredasarkan

indikator:
a. Pemenuhan Kebutuhan
Keluarga

b. Pemenuhan tingkat kecukupan
gizi keluarga

c. Peningkatan Kapasitas Diri

d. Pembiayaan Pendidikan Anak

e. Pemenuhan Kebutuhan
Perumahan
f. Menabung

g. Pemenuhan Kebutuhan Rekreasi

2. Penghasilan Tambahan yang
diperoleh (yang ada):
a. Jenis Penghasilan
b. Rata-rata Tambahan penghasilan
yang diperoleh perbulan
c. Persepsi PNS terhadap nilai
perilaku pemberian Tambahan

penghasilan
d. Persepsi PNS terhadap sistem
pemberian Penghasilan

tambahan Berdasarkan prinsip
keadilan internal - eksternal
3. Pola Hidup berdasarkan Rata-rata
Pengeluaran Perbulan
4. Pemanfaatan fasilitas bank oleh PNS

Dimensi-dimensi di atas, dapat
digambarkan sebagai skema alur
pemikiran pembahasan sebagai berikut:

Gambar 2. Skema alur pikir
Pembahasan Sistem Kesejahteraan PNS

' PriokuPhs dolam |
Hore

7 paanu < Pomanfgatan
i pengeluaran W‘HH/)
17 |

i "" x:sin:;t:m "
T

! | Sarubtur Tambahan
' Fenghasitan

|

I

e

e \«,\.\
Persepsiatas

Jeniy &
Panghasi|an E
tambighan
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E. ANALISIS
PEGAWAI

Persepsi Tingkat Kecukupan Gaji PNS

KESEJAHTERAAN

Penghasilan PNS yang diperoleh
dengan struktur yang standar secara
nasional, yaitu: Gaji pokok dengan
berbagai tunjangannya, secara umum
dipandang masih belum mencukupi
untuk pemenuhan kebutuhan keluarga
yang bersifat Kebutuhan Fisik Minimum
(KFM) seperti: Sandang, Papan, Pangan.
Kondisi ini akan lebih rendah lagi bila
dilihat berdasarkan kebutuhan Hidup
minimum (KHM) yang dalam hal ini
dimaknai sebagai kebutuhan dasar yang
mencakup unsur-unsur KFM ditambah
kebutuhan wuntuk Pendidikan dan
Kesehatan. Sekitar 57% responden pada
lokus penelitian cenderung merasakan
kondisi tersebut.

Sedangkan  berkenaan  dengan
kondisi kemampuan PNS dalam
mempersepsi pendapatan dari
penghasilan standar PNS juga tergali
informasi dimana 37.02% merasakan
bahwa penghasilannya cukup mampu
memenuhi kebutuhannya, dan 61.41%
merasa bahwa penghasilan standar yang
diperolehnya belum mampu mencukupi
kebutuhannya.  Secara lengkap data
tersebut dapat dilihat dalam grafik di
bawah ini.

Grafik 1. Persepsi PNS atas Tingkat
Kecukupan Penghasilan Standar
Berdasarkan Kebutuhan Perbulan

‘E .E

005 4%

fobutuhan  Tegll  Peinglalan Peodidtan Febuthan  Momabung  Bebuluban
Verga beouangiiKapestaslin Aok Persohan Rekresi
ehuangs

Bl Wk Cikop

Sumber: Diolah dari hasil penelitian PKP2A
I LAN tentang Sistem Kesejahteraan
Aparatur, tahun 2012

Dari data di atas, PNS yang
menyatakan bahwa jumlah penghasilan
mereka tersebut tidak ~memenuhi
kebutuhan keluarga didominasi oleh
PNS berjenis kelamin laki-laki, berusia
sekitar 46-55 tahun dan memiliki istri
yang tidak bekerja. PNS vyang
menyatakan bahwa jumlah penghasilan
yang diterima setiap bulannya belum
mampu memenuhi kebutuhan keluarga
tersebut memiliki jumlah anak dua orang
dan masih bersekolah di bangku Sekolah
Dasar dan Perguruan Tinggi.

Lebih  jauh  apabila  dilihat
berdasarkan pangkat golongan, PNS
tersebut adalah PNS golongan III yang
setiap. bulannya menerima gaji paling
tinggi  sebesar  Rp  3.742.300,00.
Meskipun dianggap belum dapat
memenuhi kebutuhan keluarga,
penghasilan  yang diterima setiap
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bulannya telah mampu untuk memenuhi
kebutuhan gizi keluarga. Kebutuhan
akan gizi tetap menjadi prioritas utama.

Meskipun tingkat  kebutuhan
seseorang itu adalah relatif, dalam arti
bahwa antara satu dengan yang lainnya
belum tentu sama, tetapi prinsip-prinsip
umum sebagai indikator kebutuhan
dasar minimal manusia, tetap dapat
diukur. Oleh karena itu, penghitungan
standar kebutuhan seseorang, termasuk
dalam hubungannya dengan upaya
perumusan system penggajian,
hendaknya diperhitungkan berdasarkan
kondisi kebutuhan yang mengandung unsur
kelayakan dalam kehidupan di lingkungan
masyarakat.

Dalam hubungan ini, formulasi
system penggajian PNS pun hendaknya
didasarkan pada pertimbangan
kebutuhan dasar yang Layak. Selain itu,
kondisi lain dari setiap pegawai (PNS)
juga perlu dipertimbangkan. Nilai-nilai
yang terkandung dalam suatu system
penggajian, khususnya pada sector
public, tidak hanya dimaksudkan untuk
memformulasikan suatu system yang
berkeadilan dan proporsional
dibandingkan  dengan tugas dan
tanggung jawabnya semata, melainkan
juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang
terkait dengan diversitas pendapatan PNS
sebagai bagian dari lingkungan sosialnya.
Artinya bahwa kondisi lingkungan yang
menyangkut daya beli dan tingkat
kemahalan, serta system insentif yang
ada di daerah dimana PNS berada,
hendaknya  menjadi bagian  dari
pertimbangan  dalam  menentukan
formula system penggajian.

Dalam system penggajian selama ini,
memang telah dipertimbangkan kondisi
PNS dari aspek beban tanggungan,
yaitu: Lajang (belum menikah), Menikah
dengan 1 (satu) istri dan 1 (satu) anak,
serta Menikah dengan 1 (satu) isteri dan

2 (dua) orang anak. Namun dalam
formula ini, tidak diperhitungkan ketika
pasangannya pun turut bekerja. Seorang
PNS yang pasangannya bekerja akan
memiliki total penghasilan yang berbeda
dibandingkan dengan PNS yang
pasangannya seorang ibu rumah tangga.
Terlebih lagi apabila dilihat dari jumlah
anak dan pendidikan anak. Hal itu tentu
saja akan sangat signifikan
mempengaruhi pola hidup sehari-hari.

Di beberapa organisasi “besar”
dengan tingkat kesejahteraan yang
relative sudah tinggi, misalnya: di
BUMN, ada ketentuan di mana tidak
diperkenankan adanya pegawai yang
berpasangan dalam satu
perusahan/organisasi tersebut. Ketika
keduanya memilih untuk menikah, maka
salah satunya harus mengundurkan diri
dari  perusahan/organisasi tersebut.
Pola itu diterapkan dalam upaya
menjaga dan memelihara kondisi
kesenjangan yang dimungkinkan akan
terjadi, baik pada lingkungan
organisasinya maupun dalam
lingkungan social yang lebih luas lagi.
Meskipun dalam kebijakan beberapa
perusahan tersebut, formula kebijakan
seperti itu masih berorientasi pada
kondisi sosial di lingkungan internal
organisasinya, dan belum terintegrasi
dengan  organisasi atau  institusi
pemerintahan lainnya.

Kebutuhan untuk pengembangan
diri, dalam situasi tertentu memang
dapat dikategorikan sebagai kebutuhan
sekunder sehingga tidak menjadi
prioritas yang harus dipenuhi. Tapi
dalam situasi yang semakin kompetitif,
di mana tuntutan organisasi terhadap
kualitas SDM-nya semakin tinggi, maka
pengembangan kapasitas diri bagi
beberapa PNS yang memiliki potensi,
tentu hal ini akan bergeser menjadi
kebutuhan dasar yang sangat penting.
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Untuk itulah, maka akan lebih baik jika
formulasi  system  kesejahterann  inipun
mampu mengakomodasikan factor ini.

Rendahnya tingkat kesejahteraan
PNS di Indonesia, pada dasarnya tidak
terlepas dari adanya system penggajian
dan  kesejahteraan  yang  kurang
memperhatiakan keadilan dan
proporsionalitas  pekerjaan/tanggung
jawab. Dalam konteks kajian tentang
system kesejahteraan PNS ini, terdapat
dua hal pokok yang menjadi perhatian,
yaitu: Struktur Gaji dan Struktur
Kesejahteraan

Struktur Penggajian Standar

Dalam hal struktur gaji, tim
menilainya bahwa masih banyaknya
kelemahan yang terkandung dalam
system saat ini. Kelemahan yang pertama
adalah menyangkut masalah nilai yang
rendah. Kelemahan kedua, tampak pada
aspek-aspek yang ada dalam struktur
gaji tersebut yang belum
mempertimbangkan aspek kebutuhan
yang layak. Kelamahan  ketiga,
menyangkut  azas  keadilan  dan
kelayakannya (internal).  Kelemahan
yang keempat, adalah kurang
diperhitungkannya disparitas sosial
yang lebih luas (eksternal).

Struktur gaji yang selama ini
diterapkan di Indonesia, secara umum
dibagi dalam tiga unsur, yaitu:

1. Gaji Pokok;

2. Tunjangan : Jabatan, keluarga,
pangan, subsidi pajak (PPh);

3. Potongan : Pajak (PPh), Iuran
Askes, luran Pensiun dan THT,
Iuran Taperum, Iuran Korpri

Berdasarkan unsur gaji teresbut,
maka  secara  matematis = rumus
persamaan untuk gaji PNS di Indonesia
ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

GAJ]l = (Gaji Pokok +
Tunjangan) - Potongan

Gaji pokok merupakan unsur yang
secara fix ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam penetapannya, biasanya
pemerintah mempertimbangkan
perkembangan laju inflasi yang terjadi.
Sedangkan, tingkatan dari besaran gaji
pokok PNS ditetapkan berdasarkan
Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, dan
Golongan Pangkat. Dalam sistem ini,
nilai gaji pokok bersifat tetap, artinya
bahwa besaran gaji pokok tidak
terpengaruh oleh factor-faktor lainnya
seperti: tingkat capaian kinerja, tingkat
kehadiran, cuti, dan sebagainya.
Perubahan dalam nilai gaji pokok hanya
akan terjadi seiring dengan berubahnya
masa kerja, penyesuaian tingkat
pendidikan, dan kenaikan/penurunan
pangkat (akibat sanksi). Karena itulah,
maka dalam konteks ini, gaji pokok
disebut dengan variable tetap gaji.

Variabel tetap lainnya adalah berupa
Tunjangan Keluarga (Isteri/Suami dan
Anak) dengan nilai masing-masing 10%
dan 5% dari gaji pokok, dan Tunjangan
Pangan (uang beras) yang ditetapkan
senilai 10 Kg per-orang (termasuk
jumlah tanggungan yang ditetapkan).
Selain itu, tunjangan jabatan juga dapat
dikategorikan sebagai variable tetap.
Tunjangan jabatan ini, saat ini terbagi ke
dalam 3 (tiga) jenis tunjangan, sesuai
dengan jenis jabatannya, yaitu:

1. Tunjangan Jabatan Struktural;

2. Tunjangan  Jabatan  Fungsional
Tertentu;

3. Tunjangan  Jabatan  Fungsional
Umum.

Tunjangan jabatan fungsional umum
diberikan kepada seluruh PNS yang
tidak menduduki kedua jabatan lainnya.
Jabatan fungsional umum ini, secara
umus seringkali disebut dengan “staff”
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atau pelaksana. Karena secara formal,
istilah staff tidak lagi diterapkan kepada
PNS sebab sebagaimana ketentuan UU
bahwa setiap PNS diangkat dalam
jabatan, oleh karena ini secara formal
sebenarnya tidak ada PNS yang tidak
memiliki jabatan.

Namun demikian, pada jabatan
fungsional umum ini tidak ada tingkatan
khusus atau nama jabatan tertentu yang
ditetapkan sebagaimana pada kedua
jenis jabatan lainnya. Perbedaan nilai
tunjangan hanya didasarkan kepada
kelompok golongan pangkat saja
(golongan I, II, III, dan IV). Sementara
itu, untuk PNS yang ditempatkan di
lokasi-lokasi tertentu yang memiliki
kekhususan yang menyebabkan
kemahalan  atau  kesulitan  secar
geografis, maka kepada PNS dimaksud
diberikan juga tunjangan khusus atau
tunjangan kemahalan.

Komponen-komponen tersebut di
atas, adalah merupakan komponen yang
berlaku secara umum, artinya
diterapkan kepada seluruh PNS, baik di
tingkat Pusat maupun daerah. Namun,
khusus untuk PNS Daerah, pemerintah
juga memberikan keleluasaan kepada
Pemerintah daerahnya untuk
memberikan tunjangan lainnya
sepanjang sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah dan mendapat
persetujuan DPRD. Sedangkan, untuk
instansi Pusat, kebijakan seperti ini
cenderung tidak sama. Artinya bahwa
ada instansi-instansi Pusat yang “dapat”
memberikan insentif tambahan kepada
pegawainya selain yang ditetapkan
secara umum, tapi juga sebagian besar
instansi lainnya tidak bisa memberikan
tambahan  insentif = karena  tidak

mendapatkan fasilitas/dukungan
anggaran.
Memperhatikan formula

sebagaimana diuraikan di atas, kita

dapat melihat bahwa kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kaitannya
dengan sistem penggajian bagi PNS ini
sangat rentan untuk terjadinya disparitas
pendapatan di atantara PNS itu sendiri.
Adanya perbedaan perlakuan dalam
kaitannya dengan dukungan anggaran
di tingkat Pusat, cenderung
menyebabkan masalah “social” di
lingkungan PNS

Tambahan Penghasilan PNS

Penghasilan PNS di Indonesia secara
umum dapat dikategorikan ke dalam
dua jenis penghasilan, yaitu: Penghasilan
Tetap (standar secara nasional) dan
Penghasilan Tidak Tetap. Penghasilan
tetap adalah sebagaimana diuraikan
terdahulu. Sedangkan penghasilan tidak
tetap adalah merupakan penghasilan
yang dapat diperoleh oleh setiap PNS
pada setiap bulannya namun nilainya
tidak bersifat tetap/permanen karena
akan tergantung kepada kebijakan yang
ditetapkan oleh instansinya dan tidak
bersifat standar dalam arti antara satu
instansi dengna instansi lainnya akan
berbeda, begitu pula antar pusat
maupun antara daerah juga akan
berbeda.

Dalam penelitian yang dilakukan di
12 lokus penelitian, ditemukan bahwa
pendapatan tambahan yang diperoleh
oleh PNS jenis yang berbeda (untuk
nilainya tidak digali meskipun hal itu
dapat dipastikan akan berbeda pula).

Jenis-jenis penghasilan tambahan
dimaksud meliputi:
1. Honorarium. Biasanya

diperoleh  dalam  kaitannya
dengan keterlibatan pegawai
pada suatu kegiatan tertentu;

2. Biaya Transport. Dalam
penerapannya, biaya ini
diberikan  kepada  pegawai
dengan dua cara, vyaitu: 1)
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Penyediaan  fasilitas  antar
jemput pegawai; 2) diberikan
dalam bentuk uang pada setiap
bulan.

3. Tunjangan Kinerja yang
diberikan atas hasil penilaian
kinerja pegawai;

4. Tunjangan Daerah dan
Tunjangan Kemahalan (untuk
daerah tertentu);

5. Uang Kehadiran yaitu tunjangan
yang diberikan berdasarkan
tingkat  kehadiran  pegawai
sebagai bentuk penghargaan.

6. Pendapatan  lainnya  yang
ditetapkan oleh masing-masing
instansi secara berbeda-beda.

Berdasarkan  temuan  lapangan
tersebut, jenis penghasilan yang ada
pada setiap instansi tidaklah sama,
bahkan untuk jenis-jenis tertentu jenis
yang diterima oleh setiap pegawai pun
tidak sama. Data mengenai jenis
penghasilan tambahan pada setiap
instansi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis Penghasilan Tambahan dan

Keberadaannya pada Instansi
Pemerintah Yang menjadi lokus

5. Uang ' 8
Kehadiran

6. Tunjangan 6
Lainnya

Penelitian
Jumlah
7 Instansi
Jenis Lok
No. Penghasilan 7" Keterangan
Tambahan yang
memili
kinya
1. Honorarium 12 J"“L‘im__l
. . 1 penghastan
2.  Biaya/Tunja 10 dinssen
ngan yang  ada
_ Transport pada setiap
3. Tunjangan 12 it 11
o e pemerintah
Kinerja tidak
4.  Tunjangan 6 sama/berbe
Daerah dan da-beda,

Kemahalan

Sumber: Diolah dari hasil penelitian PKP2A
I LAN tentang Sistem Kesejahteraan
Aparatur, tahun 2012

Data di atas menunjukkan bahwa
PNS secara dapat menerima penghasilan
tambahan yang secara formal diberikan
oleh instansinya. Namun dilihat dari
jenisnya, penghasilan tambahan yang
diterima oleh PNS tidaklah sama. Dari
12 lokus penelitian ini, jenis penghasilan
tambahan yang sama (ada) pada setiap
instansi adalah tunjangan kinerja,
sedangkan tunjangan/biaya transport
ada di 10 instansi (dua instansi tidak
memberikannya). Sementara  itu,
tunjangan daerah/tunjangan kemahalan
dan tunjangan lainnya ada di 6 (enam)
instansi, serta uang kehadiran diberikan
oleh 8 (delapan) instansi.

Dari 12 instansi yang menjadi lokus
penelitian, hanya ada satu yang memiliki
tambahan penghasilan yang lengkap (6
jenis), yaitu Kementerian Perhubungan,
sedangkan instansi lainnya berkisar
antara 3 - 5 jenis. Gambaran
selengkapnya dapat dilihat dalam table
di bawah ini.

Bila dilihat berdasarkan prosentase
pegawai yang menerimanya, dari 382
responden yang ada di 12 lokus
penelitian tersebut dapat dilihat dalam
data di bawah ini
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Tabel 2

Jenis Penghasilan Tambahan dan Rata-
rata Keterlibatannya pada Pegawai

Prosenta
Prosentase  se
Jenis Pegawai Pegawai
No Penghasilan yang yang
Tambahan meneriman  Tidak
ya meneri
manya
1. Honorarium  41.88 G810
2. Biaya/Tunja 11.19 88,81
ngan
Transport
3. Tunjangan 16.94 83,06
Kinerja
4.  Tunjangan 13.50 86,5
Daerah dan
Kemahalan
5. Uang 18.85 81,15
Kehadiran
6. Tunjangan 11.95 88,05
Lainnya
~ RATA- ._
- RATA 19,05 80,95

Sumber: Diolah dari hasil penelitian PKP2A
I LAN tentang Sistem Kesejahteraan
Aparatur, tahun 2012

Data di atas menunjukkan suatu
kondisi yang mencerminkan fenomena
berbeda yang diterima oleh setiap
pegawai di masing-masing instansi.
Dari sekitar enam jenis tambahan
penghasilan yang ada di setiap instansi
pemerintah, baik pusat maupun daerah,
ternyata  tidak  semua  pegawai
menerimanya. Dari 382 responden rata-
rata hanya 19,06% saja yang menerima
penghasilan  tambahan, sedangkan
80,95% lainnya. Setelah diteliti lebih
lanjut, terdapat beberapa factor yang
menjadi penyebab tidak semua pegawai
menerima  penghasilan tambahan
tersebut, antara lain:

1. Untuk honorarium, meskipun
merupakan jenis penghasilan yang
relative masih banyak diberikan,
tetapi hal itu hanya diberikan kepada
pegawai-pegawai  tertentu  yang
ditugaskan untuk melaksanakan
suatu tugas atau kegiatan tertentu,
dimana hal itu secara empiris tidak
dapat melibatkan semua pegawai.

2. Untuk biaya/tunjangan transportasi,
juga hanya diberikan kepada pegawai
tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua
factor yang merupakan bagian dari
kompensasi transportasi ini, yaitu: 1)
Hanya diberikan kepada pegawai
tertentu yang ditugaskan khusus
untuk melaksanakan kegiatan/tugas
tertentu pula. Jadi sifatnya incidental
(tidak tetap); 2) Hanya diberikan
kepada pegawai yang menduduki
jabatan  struktural, khususnya
setingkat eselon II ke atas (di tingkat
pusat), sedangkan di daerah
diberikan kepada pejabat setingkat
eselon IV ke atas; 3) Untuk sebagian
besar  pegawai, biaya/tunjangan
transportasi ini dikonversikan dalam
bentuk penyediaan fasilitas antar
jemput pegawai ke tempat kerja (PP).
Fasilitas ini pada umumnya hanya
ada pada instansi di tingkat provinsi
dan pusat.

3. Sementara itu, untuk tunjangan
kinerja di beberapa instansi pusat
maupun daerah belum semuanya
melibatkan pegawai. Instansi yang
sudah menerapkan system tunjangan
remunerasi  seperti: =~ Kementerian
Keuangan, Pemda Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi DKI Jakarta yang
sudah memberikannya, semnetara di
instansi lainnya belum memberikan.
Namun demikian, terdapat tunjangan
yang sudah diberikan kepada
sebagian pegawai pada instansi/unit
tertentu (belum mencakup seluruh
pegawai).
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4. Tunjangan daerah/Kemahalan
merupakan tunjangan yang hanya
ada dibeberapa instansi saja. Itupun
tidak diberikan kepada semua
pegawai, melainkan hanya kepada
pegawai yang ditempatkan di lokasi-
lokasi tertentu yang dianggap
teepencil /jauh dari pusat
perkotaan/ pemerintahannya.

5. Di beberapa instansi, baik pusat
maupun daerah diberikan insentif
kehadiran yang besarannya
didasarkan kepada tingkat kehadiran

pegawai. Namun dalam
penerapannya, hal ini juga belum
melibatkan seluruh pegawai,

melainkan hanya kepada pegawai di
unit/instansi tertentu saja.

6. Begitu pula halnya dengan insentif
lainnya. Beberapa daerah memiliki
jenis tambahan penghasilan ini
walaupun juga penerapannya tidak
untuk semua pegawai.  Misalnya:
Tunjangan khusus untuk pengelola
anggaran/keuangan, Tunjangan
khusus untuk pegawai karena
kelangkaan profesi, tunjangan khusus
untuk pegawai yang beresiko tinggi.

Dalam hal tertentu, system pemberia
tunjangan kepada sebagian pegawai
memang diperlukan sebagai bentuk
apresiasi/penghargaan (reward) karena
akan menjadi motivasi untuk berkinerja
lebih baik lagi. Akan tetapi, apabila hal
itu diberikan karena pertimbangan-
pertimbangan yang kurang proporsional
sebagai bentuk perlakuan khusus
kepada pegawai karena jabatan, unit
tertentu, atau karena otoritas tertentu
yang dimiliki oleh suatu instansi, tentu
hal ini akan menimbulkan ketidakadilan
yang akan berdampak pada kesenjangan
penghasilan antar pegawai secara
kurang proporsional. Oleh karena itu,
pemberian tunjangan dan insentif lain di
luar struktur gaji yang standar, pada
lingkungan instansi pemerintah ini,

hendaknya ditetapkan dalam suatu
bentuk kebijakan yang standar pula.

Khusus untuk pegawai pusat
yang ditempatkan di daerah, hendaknya
struktur  kesejahteraan  ini  dapat
menyesuaikan pula dengan kondisi yang
diberikan oleh daerah kepada para
pegawainya. Oleh karena itulah maka
pemberian insentif oleh daerah pun
hendaknya diberikan standar yang
proporsional,  karena  kemampuan
keuangan daerah tentunya tidak sama.
Dalam hal ini, pemerintah pusat dituntut
untuk memiliki suatu system yang
mampu  mengakomodasikan  semua
kepentingan, baik di pusat maupun
daerah.
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